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PENGANUTAN ASAS SISTEM DUA JALUR (DOUBLETRACK SYSTEM)  DALAM MELINDUNGI ANAK YANGBERKONFLIK DENGAN HUKUM:
TINJAUAN FORMULASI DAN APLIKASINYANashriana *
Abstract: Overview of the sanctions measures, especially in thecontext of a criminal measure as a reflection of the adoption of adouble track system in Act No. 11 of 2012 turned out to be verysimple and consequently weakening back the adoption of thisprinciple. This shows that there are doubts the legislators informulating sanctions act as an alternative to criminalsanctions for children in conflict with the law and ultimatelythe adoption of a double track system becomes less meaningful.
صﺧﻠﻣ: ﻲﺋﺎﻨﺟ ءاﺮﺟإ قﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧو ، تاءاﺰﺠﻟا ﺮﯿﺑاﺪﺗ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺎﻋ ةﺮﻈﻧ
دﺰﻤﻟا رﺎﺴﻤﻟا مﺎﻈﻧ دﺎﻤﺘﻋﻻ ﺎﺳﺎﻜﻌﻧا ﺎﮭﻔﺻﻮﺑ ﻦﻣ ﺮﺸﻋ ﺪﺣأ ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻲﻓ جو2012
ﻌﻀﯾ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ و اﺪﺟ ﺔﻄﯿﺴﺑ نﻮﻜﺗ نأ ﻦﯿﺒﺗأﺪﺒﻤﻟا اﺬھ ﻦﻣ دﺎﻤﺘﻋا ىﺮﺧأ ةﺮﻣ ﻒ لﺪﯾ اﺬھ .
 تﺎﺑﻮﻘﻋ ل ﻞﯾﺪﺑ ﺔﺑﺎﺜﻤﺑ نﻮﻜﯾ تﺎﺑﻮﻘﻋ ﺔﻏﺎﯿﺻ ﻲﻓ ﻦﯿﻋﺮﺸﻤﻟا كﻮﻜﺷ كﺎﻨھ نأ ﻰﻠﻋ
 رﺎﺴﻤﻟا مﺎﻈﻧ دﺎﻤﺘﻋا فﺎﻄﻤﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓو ، نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻣ عاﺰﻧ ﻲﻓ لﺎﻔطﻷا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺋﺎﻨﺟ
ا.ﺎﺣﻮﺿو ﻞﻗأ ﺢﺒﺼﯾ جودﺰﻤﻟ
Kata Kunci: anak bermasalah dengan hukum
Anak sangat membutuhkan perlindungan, karena anaktidak dapat melakukannya sendiri. Dalam diri anak melekatketidakmampuan untuk berfikir dan berperilaku sebagaimana
orang dewasa dan janganlah anak dipandang sebagai manusiadewasa dalam “bentuk mini”. Karena itu, perlindungan sejakusia dini sangat diperlukan oleh anak. Secara konstitusional,secara tegas Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 merumuskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi: ”Setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, danperlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dandiskriminasi”. Dalam tataran undang-undang, upaya-upayaperlindungan hokum (Oran,  2000: 390-391) bagi anak jugadapat dilihat dalam rumusan  Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor  4 tahun 1979 tentang
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Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: “Anak berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandunganmaupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakanatau menghambat pertumbuhan dan perkembangan denganwajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran
bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakanperlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraananak. Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupandan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan danperkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani,maupun sosial. Indonesia, UU Tentang Kesejahteraan Anak,
UU  No. 4 tahun 1979, LN No. 32 tahun 1979, TLN No. 3143,Pasal 1 butir 1.a.Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak  juga merumuskan, perlindungan anakadalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi. harus telah dimulai sedinimungkin, agar kelak dapat berpartisipai secara optimal bagi
pembangunan bangsa dan negara.Mengapa terhadap anak diperlukan perlindungan,beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anakmenyatakan bahwa anak membutuhkan perlindungandikarenakan:
1. Biaya untuk melakukan pemulihan (recovery) akibat darikegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangattinggi, dan jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkanjika anak-anak mempeoleh perlindungan;2. Terhadap anak-anak sangat berpengaruh langsung dan
berjangka panjang atas perbuatan (action) ataupun tidakadanya/dilakukannya perbuatan (unaction) dari pemerintahatau kelompok lainnya;3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangandalam pemberian layanan publik;
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4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak
mempunyai kekuatan “lobi” untuk mempengaruhi agendapemerintah;5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengaksesperlindungan dan pentaatan hak-hak anak;6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan
penyalahgunaan (Newel, 2000: 1).Perlindungan bagi anak yang mempunyai masalahdalam kelakuan juga amat diperlukan, yang tentu sajadilakukan dengan pendekatan khusus. Pendekatan tersebutterungkap di dalam berbagai pernyataan antara lain:1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenileoffender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat(kriminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yangmemerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang;2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebihmengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan
pendekatan kejiwaan (Psikologis) yang berarti sejauhmungkin menghindari proses hokum (Waluyadi, 2009: 146-147), yang semata-mata bersifat menghukum, yangbersifat degradasi mental dan penurunan semangat(discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi
yang dapat menghambat proses perkembangan,kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar(Muladi dan Arief, 2007: 123-124).
Perlindungan Hukum Pidana terhadap AnakDalam masyarakat, kadangkala dijumpai penyimpanganperilaku anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yangmelakukan tindak pidana tanpa mengenal status sosial danekonomi. Bagi anak yang demikian, sistem peradilan pidana
(Mertokusumo,  2002: 115), anak merupakan pranata hukumyang tersedia. Dalam hukum positif Indonesia, pembicaraantentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebutsebagai SPPA) harus berlandaskan pada UU No. 3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak, sebagai hukum yang khusus dan UU
No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukumyang umum. Landasan hukum juga yang perlu diperhatikan
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dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan
hukum  adalah pada undang-undang yang terkait, seperti:1. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNNo. 32 tahun 1979, TLN No. 3143)2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No.109 tahun 2002, TLN No. 4235)
3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No.165 tahun 1999, TLN No. 3886)4. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentangPengesahan Convention on the Rights of the Child 1989Walaupun cukup banyak kebijakan formulatif yangberkorelasi dengan penyelengaraan peradilan pidana anak,
namun dalam kenyataannya manajemen peradilan pidanaanak dianggap telah gagal. Kegagalan peradilan pidana anakdiperlihatkan senyatanya seperti kasus yang palingkontroversial ketika  ketika terungkap seorang anak yangbernama Muhammad Azwar ( Raju) yang berusia 7 tahun 10
bulan, ditangkap oleh pihak kepolisian Stabat (SumateraUtara) hanya karena berkelahi dengan temannya, dankemudian dimasukkan dalam tahanan dan bergabung denganorang dewasa (Santoso, Kegagalan Sistem Peradilan PidanaAnak, http://jodisantoso. multiply.com/journal/item/5, diakses
tanggal 25 Maret 2013). Kecendrungan anak yang dimasukkanke “mesin” peradilan pidana ,menurut Paulus Hadisupraptoakan membuat anak-anak menjadi target kriminalisasiKegagalan peradilan pidana anak diperlihatkan senyatanyaseperti kasus yang paling kontroversial ketika  ketika
terungkap seorang anak yang bernama Muhammad Azwar(Raju) yang berusia 7 tahun 10 bulan, ditangkap oleh pihakkepolisian Stabat (Sumatera Utara) hanya karena berkelahidengan temannya, dan kemudian dimasukkan dalam tahanandan bergabung dengan orang dewasa. Proses pidana dalam
sistim peradilan formil yang dialami oleh anak akan lebihbanyak berpengaruh buruk pada masa depan anak. Anak yangterlibat dan dilibatkan dalam proses hukum formil, tentu akanmenjalani penyelidikan/penyidikan, penahanan, bahkansampai pemidanaan.
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Perlindungan Hukum Perspektif Dokumen Internasional
Terkait dengan pemberian sanksi terhadap anak yangberkonflik dengan hukum, penjatuhan sanksi yang cenderungberupa perampasan kemerdekaan (institutional/custodial)seharusnya yang paling dihindari bagi anak, karenamenimbulkan stigmatisasi dan viktimisasi bagi anak dan akan
berpengaruh terhadap perkembangan fisik, psikis dan sosialanak. Pelbagai dokumen Internasional telah menyatakan  atauyang berkaitan dengan hal tersebut. Dokumen yang terkaitdengan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindakpidana adalah:1. Resolusi PBB 44/25 (Convention of the Rights of the Child),
yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melaluiKeputusan Presiden No. 36 tahun 19902. Resolusi PBB No. 40/33 tentang Standard Minimum Rulesfor the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rule)3. Resolusi PBB  No. 45/112 tentang UN Guidelines for the
Prevention of Junivele Delinquency (The RiyardhGuidelines)4. Resolusi PBB No. 45/113 tentang UN Standard of theProtection of Juvenile Deprived of their Liberty5. Resolusi PBB No. 45/115 tentang UN Standard Minimum
Rules for Custodial Measures 1990 (the Tokyo Rule )Kesemua dokumen Internasional tersebut merumuskanbahwa penanggulangan kenakalan anak seyogyanya dilakukancara-cara yang lebih mengedepankan “kepentingan terbaikbagi anak” (the best interest of the child), tanpa kehilangan
maknanya sebagai upaya pengendalian terhadap terjadinyagejala tersebut dalam masyarakat. Sehubungan dengan haltersebut, Prof. Horst Schuler  Springorum dari UniversitasMunchen Republik Jerman menyatakan bahwa: “The bestinterest of the juvenile should always be prior to the interest ofprotecting society”.Berkaitan pernyataan bahwa sanksi berupaperampasan kemerdekaan adalah sanksi yang palingdihindarkan dalam memberi reaksi terhadap anak yangberkonflik dengan hukum, dapat dilihat dalam rumusan:
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1. Rule 5 dalam the Beijing Rules yang merumuskan bahwa
peradilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudankesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar AsasProporsionalitas, yaitu suatu asas yang menekankanpengekangan pemberian sanksi yang bersifat punitive.2. Rule 17.1 dalam Beijing Rules merumuskan: Pengambilan
Keputusan oleh pejabat yang berwenang harus berpedomanpada prinsip-prinsip  sebagai berikut:a. Reaksi yang diambil selalu harus diseimbangkan tidakhanya dengan keadaan-keadaan dan bobot/keseriusantindak pidana, tetapi juga dengan keadaan dankebutuhan-kebutuhan si anak dan dengan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat;b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anakhanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hatidan dibatasi seminimal mungkin;c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan
kecuali anak yang melakukan perbuatan serius(termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain)atau terus menerus melakukan tindak pidana serius,dan kecuali tidak ada bentuk respon/sanksi lain yanglebih tepat;
d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedomandalam mempertimbangkan kasus anak.Di dalam Rule 17.4 yang merumuskan bahwa: Pejabat yangberwenang mempunyai kekuasaan untuk setiap saatmenghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan.
3. Dalam Rule 1.1 Resolusi PBB 45/113 tentang UN Standardof the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty yangmerumuskan bahwa : Pidana penjara harus digunakansebagai upaya terakhir4. Dalam Rule 1.2 Resolusi PBB 45/113 tentang UN Standardof the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty jugamerumuskan bahwa : Perempasan kemerdekaan anak harusditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktuyang minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.
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Memang, sebagai bagian dari negara di dunia, Indonesia
harus menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan internasional, seperti yang diungkapkan olehMuladi bahwa dalam konteks pembaharuan (hukum pidana) dimasa mendatang (ius constituendum), idealnya suatu hukum(hukum pidana materiel) setidak-tidaknya harus memenuhi
lima karakteristik, yang salah satunya adalah harus dapatmenyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderunganuniversal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab(Muladi, 1990: 23).
Stelsel Sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan HukumBerkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana, sistemsanksi yang disediakan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak tersebut  berupa Strafsoort, strafmaat,
strafmodus-nya (Mulyadi, 2008: 302). Terkait strafshoort (jenis
sanksi), secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 22 yangkemudian terjabar dalam Pasal 23 (tentang Sanksi Pidana) danPasal 24 (tentang Sanksi Tindakan) UU No.3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak.  Lebih lanjut, terkait dengan sanksibagi anak nakal yang berupa sanksi Pidana, terdiri atas pidanapokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4
(empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23ayat (2), yaitu:1. pidana penjara2. pidana kurungan3. pidana denda
4. pidana pengawasan.Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkanPasal 23 ayat (2) ada dua macam, yakni:1. perampasan barang-barang tertentu2. pembayaan ganti rugi.
Sementara  sanksi Tindakan. yang dirumuskan dalamPasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan anak, yaitu:1. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tuaasuh;2. meyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,
pembinaan, dan latihan kerja;
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3. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja.Sementara, dalam UU No. 11 tahun 2012 juga telahmerumuskan ancaman sanksi bagi anak yang berkonflikdengan hukum, seperti yang dirumuskan dalam Bab V tentang
Pidana  (Pasal 71) dan Tindakan (Pasal 82).  Secara rincidirumuskan bahwa  pidana yang dijatuhkan bagi anak berupa:(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:a.  pidana peringatan;b.  pidana dengan syarat:1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau3) pengawasan.c. pelatihan kerja;d. pembinaan dalam lembaga; dane. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakpidana; ataub. pemenuhan kewajiban adat.(3) Apabila dalam hukum materiel diancam pidana
kumulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pelatihan kerja.(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggarharkat dan martabat Anak.(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan PeraturanPemerintahSementara sanksi Tindakan yang dapat dikenakanberupa:
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak  meliputi:a. pengembalian kepada orang tua/Wali;b penyerahan kepada seseorang;c perawatan di rumah sakit jiwa;d perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial)
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e kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badanswasta;f pencabutan surat izin mengemudi; dan/ataug perbaikan akibat tindak pidana(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu)tahun.(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya,kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjarapaling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.Apa yang telah diuraikan di atas, menunjukkanbahwa hukum positif menyangkut Hukum Pidana Anak telah
menganut Ide Double Track System (Sistim Dua Jalur). Istilahdouble track system menunjukkan bahwa  dalam hukumpidana, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana(straf/punishment) yang bersifat menderitakan, tetapi jugatindakan (maatregel/treatment) yang secara relatif lebih
bermuatan pendidikan. Dengan kata lain, terdapatkecenderungan penggunaan “sistem dua jalur” dalam stelselsanksinya. Sistem dua jalur mengenai stelsel sanksi, bermaknaadanya pemisahan secara tegas antara sanksi pidana dansanksi tindakan, keduanya memiliki kedudukan yang setara.
(Sholehuddin, 2003: X), secara eksplisit, yang sebelumnya tidakdikenal dalam KUHP sebagai hukum umum. Dengan kata lain,UU No 3 tahun 1997 dan kemudian digantikan dengan UU No.11 tahun 2012 telah secara eksplisit mengatur tentang jenissanksi Pidana dan Sanksi Tindakan sekaligus. Menurut
Muladi (2002: 156), penggunaan sistim dua jalur(Zweipurigkeit) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran NeoKlasik sebagai penolakan terhadap sistim satu jalur SingleTrack System yaitu sistem tunggal berupa jenis sanksi pidanasebagai pengaruh aliran Klasik. Ini menunjukkan bahwa
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Hukum Pidana Anak telah mendudukkan posisi yang sama
antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan.Memang harus diakui bahwa sistem sanksi dalamhukum pidana saat ini menempatkan sanksi pidana sebagaisanksi ‘primadona”, sehingga keberadaan sanksi tindakantidak sepopuler sanksi pidana. Hal ini setidaknya
mempengaruhi pola pikir dan arah kebijakan baik dalamperumusan/formulasi maupun yang diterapkan berkaitandengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan menjadi“sanksi pelengkap”. Pada akhirnya pemikiran demikianberpengaruh pada putusan-putusan hakim yang didominasioleh penggunaan sanksi pidana berupa sanksi perampasan
kemerdekaan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang,terutama terhadap kasus anak. Pemikiran bahwa pendekatantradisional seolah-olah sistim Tindakan hanya dikenakan bagiorang yang tidak mampu harus ditinggalkan.Sebenarnya, Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan,
bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidanabersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan?”;sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apadiadakan pemidanaan itu?”.Dengan kata lain, sanksi pidanasesungguhnya bersifat reaktif  terhadap suatu perbuatan,
sedangkan sanksi  tindakan lebih bersifat antisipatif terhadappelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertujupada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan(agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksitindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia
berubah.Jelaslah bahwa sansi pidana lebih menekankan unsurpembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yangsengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkansanksi tindakan bersumber dari ide dasar pelindungan
masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atauseperti yang dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidanadititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatanyang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyaitujuan yang bersifat sosial (Jonkers, 1987: 350).
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Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi
tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanskipidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonderleed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibatperbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaanpenderitaan terhadap pelaku, sanski pidana juga merupakan
bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dansanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur  pencelaan,bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksitindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau darisudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan
merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mataditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakatdari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakatitu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaansanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanski
tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksitersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan pahamfilsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminismesebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme
sebagai sumber ide sanksi tindakan.
Studi Komparatif Sanksi bagi AnakPemajuan sanksi Tindakan sebagai penghindaran sanksi yangbersifat institusional/perampasan kemerdekaan, senada
dengan pemanfaatan saksi perampasan kemerdekaan yangharus bersifat selektif dan limitatif, telah dipertegas dalamRule 17.1 dan diteruskan dalam Rule 19.1 The Beijing Rules.Dalam Commentary Rule 19.1 dijelaskan bahwa akibat-akibatnegatif dari penempatan anak dalam suatu lembaga
(perampasan kemerdekaan) tidak hanya karena hilangnyakemerdekaan itu sendiri tetapi juga karena dipisahkan anakdari lingkungan sosialnya yang biasa, yang sudah barang tentuhal demikian lebih gawat (acute) bagi anak dibandingkanorang dewasa mengingat pertumbuhannya.
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Kemudian dalam usaha pembaharuan hukum pidana,
menurut Rene David dan John E Brierly bahwa perluditunjang dengan pengkajian yang bersifat komparatif. Studiperbandingan hukum merupakan bagian yang sangat pentingdan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untukdapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional
(David dan Brierly, 1985: 16).Berkaitan dengan hal tersebut, menyangkut jenissanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana yang ada diBelanda. diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda.Pengaturan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidanadiatur dalam Pasal 77h, yang berisikan (Arief, 2010: 11-13):
1. Pidana Pokok:a. untuk kejahatan: kurungan anak atau dendab. untuk pelanggaran: denda2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapatdikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1:
a. kerja sosial/pelayanan masyarakat (community service);b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yangdiakibatkan oleh tindak pidana (work contributing tothe repair of the damage resulting from the criminaloffence).
c. mengikuti proyek pelatihan (attendance at a trainingproject)3. Pidana Tambahana. perampasan (forfeiture);b. pencabutan SIM  (disqualification from driving motorvehicle)4. Tindakan-Tindakan (measures) terdiri  dari:a. penempatan pada lembaga khusus untuk anak;b. penyitaan  (confiscation);c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan
hukum (deprivation of unlawfully obtained gains);d. kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian(compensation for the damage);Kemudian juga dapat diperbandingkan dengan jenissanksi yang ada di Yugoslavia. Pengaturan tentang pidana
dan pemidanaan bagi anak, tidak diatur secara khusus seperti
PENGANUTAN AZAS SISTEM…, NASHRIANA
63
di Indonesia, tetapi tetap digabungkan dalam KUHP
Yugoslavia yaitu bab khusus yang mengatur tentang sanksiPidana dan Tindakan untuk anak, yaitu Bab VI mulai Pasal 64s/d Pasal 79L. Bab ini berjudul Provisions Relating toEducative and Penal Measures for Minors.Di Yugoslavia, dibedakan antara anak (a child) yang
berusia di bawah 14 tahun; anak yunior (a junior minor) yangberusia  14-16 tahun; dan anak senior (a senior minor) yangberusia antara 16-18 tahun. Dalam sistem pemidanaan yangberlaku terhadap mereka, ditentukan:1. terhadap  anak, tidak dapat dijatuhkan pidana maupuntindakan edukatif (Educative Measures) atau tindakan
Keamanan (Security Measures)2. terhadap anak yunior, sanksi yang dapat dijatuhkan adalahhanya tindakan edukatif, dan bukan pidana3. terhadap anak senior, dapat dijatuhkan tindakan edukatif,dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam
KUHP dapat dipidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkanhanya pidana yang khusus untuk anak (yaitu penjaraanak/minor’s imprisonment). Penjara anak hanyadiancamkan terhadap perbuatan yang diancam pidana lebihdari 5 (lima) tahun, dengan ancaman tidak boleh kurang
dari 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun.Tindakan-tindakan edukatif yang dapat diberikanterhadap anak, diatur dalam Pasal 69, yang jenisnya terdiridari:1. Tindakan Disiplin (disciplinary measures)
a. Teguran Keras/pencercaanb. Dimasukkan ke Pusat Pendisplinan/PenertibanAnak2. Tindakan Pengawasan Intensif ( Measures of intensifiedsupervision)
a. Pengawasan Orangtua/walib. Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badanperwalian3. Tindakan Institusional (institutional measures)a. Penempatan di lembaga pendidikan
b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif
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c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat
Dari kedua negara tersebut dapat dipahami bahwadengan lebih bervariatif-nya jenis sanksi dan straafmaat-nyacenderung diatur sebagai penghindaran pidana perampasankemerdekaan, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang kedua negara lebih memaknai dan mengedepankan
pemajuan HAM anak. Dalam kaitan itu, dapatdiperbandingkan bagaimana pengaturan serupa dalam KonsepKUHP dan Rancangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak,yang saat ini telah menjadi undang-undang.
Tataran Aplikasi Penganutan Asas Double Track System
Telah diketahui bahwa hukum pidana itu memiliki suatusanksi istimewa (Farid dan Hamzah, 2008: 279). Sebagai suatusanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasikemerdekaan manusia (dengan menjatuhkan putusan berupaperampasan kemerdekaan seperti penjara atau kurungan)
bahkan menghabiskan kehidupan manusia.Hukum pidana memuat sanksi-sanksi ataspelanggaran kaidah hukum. Sehingga menjatuhkan hukumanadalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas, danbersentuhan sedalam-dalamnya dengan pribadi manusia.
Jelaslah bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkanhukuman itu merupakan kekuasaan yang sangat penting.Karena akibat suatu hukuman adalah besar dan luas, apalagiapabila bersentuhan dengan seorang anak sebagai pelakunya.Oleh sebab itu, harus difikirkan secara mendalam filosofi
penjatuhan sanksi bagi anak yang tetap mempertahankan hak-hak yang seharusnya dipunyai oleh seorang anak, apalagimenyangkut anak yang berkonflik dengan hukum.Penganutan asas Double Track System dalam memberireaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,
menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mempunyaisikap mencari sanksi lain yang lebih variatif selain sanksipidana yang dipahami menderitakan. Dalam tataran aplikasi,sanksi Tindakan ternyata sangat jarang dijatuhkan olehhakim, walaupun Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS)
sebagai focal point dalam peradilan anak tidak jarang
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memberikan rekomendasi agar anak tersebut diberi sanksi
Tindakan atau bahkan sanksi Pidana Bersyarat (Nashriana,2011: 179-186). Pada tahap aplikasi, dapat diperhatikansebaran anak yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anakpada tabel berikut: Tabel








1 ACEH 14 2 52 68
2 BALI 0 0 5 5
3 BANGKA BELITUNG 0 0 25 25
4 BANTEN 14 0 190 204
5 BENGKULU 0 0 79 79
6 D.I. YOGYAKARTA 0 0 13 13
7 DKI JAKARTA 0 0 54 54
8 GORONTALO 0 0 26 26
9 JAMBI 0 0 87 87
10 JAWA BARAT 2 0 367 369
11 JAWA TENGAH 22 0 254 276
12 JAWA TIMUR 20 0 385 405
13 KALIMANTAN BARAT 6 0 58 64
14 KAL. SELATAN 2 0 116 118
15 KAL.TENGAH 0 0 64 64
16 KALIMANTAN TIMUR 1 0 145 146
17 KEP. RIAU 0 0 56 56
18 LAMPUNG 1 20 99 120
19 MALUKU 0 0 27 27
20 MALUKU UTARA 0 0 21 21
21 N TB 2 0 30 32
22 NTT 0 0 70 70
23 PAPUA 0 0 60 60
24 PAPUA BARAT 0 0 18 18
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25 RIAU 0 0 185 185
26 SULAWESI BARAT 0 0 15 15
27 SULAWESI SELATAN 20 0 225 245
28 SULAWESI TENGAH 8 0 31 39
29 SULAWESI TENGGARA 0 0 50 50
30 SULAWESI UTARA 2 0 77 79
31 SUMATERA BARAT 10 0 62 72
32 SUMATERA SELATAN 0 0 280 280
33 SUMATERA UTARA 0 0 306 306
Sumber: Diolah Dari(http://smslap.ditjenpas.go.id/public/arl/current/monthly/year/2012/month/12, diakses tanggal 5 Oktober 2013)Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwaaplikasi/penerapan sanksi Tindakan (Tindakan Pengembalian
Kepada Negara) sebagai alternative sanksi Pidana ternyatatidak menggembirakan, karena dari 33 kota wilayah Indonesiapenerapan hanya terlihat pada 14 wilayah (kurang dari 50%)dengan berbagai variasi jumlah. Prosentasi tertinggi putusanTindakan Pengembalian kepada Negara pada Kanwil Sulawesi
Tengah sejumlah 20,5%. Secara berurut didapatkan data :Kanwil  Aceh (20,1%); Kanwil Sumatera Barat (13,9%); KanwilKalimantan Barat (9,4%); Kanwil  Sulawesi Selatan ( 8,2%);Kanwil  Jawa Tengah (7,97%); Kanwil Banten (6,9%); KanwilJawa Timur (4,9%); Kanwil Sulawesi Utara (2,5%); Kanwil
Kalimantan Selatan (1,69%); Kanwil Lampung (0,82%); KanwilKalimantan Timur (0,7%); dan Kanwil  Jawa Barat  (0,5%).Untuk 19 wilayah lainnya termasuk Kanwil Sumatera Selatan,sama sekali tidak menjatuhkan putusan TindakanPengembalian Kepada Negara pada bulan Desember 2012.
Tercatat kemudian pada Kanwil Sumatera Selatan, pemberianputusan tersebut  baru diberikan pada Bulan Januari  2013sejumlah 14 anak (3,89% dari seluruh anak binaan) dan BulanMaret 2013 sejumlah 20 anak (5,97% dari seluruh anakbinaan), yang semuanya terdapat pada wilayah hukum
Pengadilan Sekayu.Pengenaan sanksi Tindakan berupa Pengembaliankepada Orangtua/Wali dan Pengembalian kepada LembagaSosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, hanyaditemukan pada 7 (tujuh) wilayah dari seluruh Provinsi  di
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Indonesia. Yang tertinggi dijumpai pada Kanwil Sulawesi
Selatan, diikuti Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta,Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Kanwil Banten.
Prospektif  Penguatan Aplikasi Asas Double Track Systemdalam melindungi Anak
Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, pendekatanyang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kebijakan(policy oriented approach) yang bersifat pragmatis, rasionaldan fungsional, tetapi juga harus melakukan pendekatan yangberorientasi pada nilai (value judgment approach). Pendekatankebijakan, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan
sosial, kebijakan kriminal dan sebagai bagian dari kebijakanpenegakan hukum. Sedangkan pendekatan nilai, padahakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan danpenilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis, sosio-kultural yang melandasi dan
memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum
pidana yang dicita-citakan (Arief, 2008: 27).
Demikian juga dalam pembaharuan hukum pidanaanak, pendekatan kebijakan yang dilakukan harus dilandasipada tujuan utama yaitu untuk kesejahteraan anak, sekalipun
si anak telah melanggar norma-norma yang ada dalammasyarakat. Reorientasi dan Reevaluasi nilai-nilai yangdiemban, juga sangat urgen untuk dilakukan. Pembaharuanhukum melalui penerbitan UU No. 11 tahun 2012 sebagaipengganti UU No. 3 tahun 1997 yang dinilai masih banyak
meninggalkan  konsep-konsep perlindungan anak, menjadiharapan besar untuk diwujudkan dengan formulasi strafsoortyang lebih variatif dan rasional sebagai ejawantah asas doubletrack system. Hanya saja masih disayangkan prospektifaplikasinya akan tetap menemui kendala, dikarenakan
beberapa hal berikut:1. Perlindungan hukum pidana materiel bagi anak  masihbelum mencantumkan isu kriminalisasi menyangkut tindakpidana khusus bagi anak, walaupun dalam sejarahnya padatanggal 22-28 Oktober 1969, Badan Koordinasi Nasional
untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak (BKN-KKA)
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mengadakan Konferensi Nasional tentang Anak dan
Pemuda  dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-30/15 tahun 1970, pada tanggal 12-13 Oktober 1970diadakan Workshop perundang-undangan tentang Anak danPemuda, yang penyelenggaraannya juga diserahkan pada
BKN-KKA. Dalam workshop tersebut direkomendasikanbahwa perlu ada pengertian tindak pidana anak yaitusemua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yangpada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiriserta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan
secara terperinci dalam undang-undang Peradilan Anak.Perumusan tindak pidana khusus bagi anak tentu jugamenentukan jenis dan ukuran pemidanaan yang jelas bagianak, yang sangat dibedakan dengan  formulasi bagi orangdewasa. Melalui UU No 11 tahun 2012 juga tidak
merumuskan substansi/materi tindak pidana yangdikhususkan bagi anak, artinya rumusan baik dalam KUHPdan UU di luar KUHP tetap akan diberlakukan bagi anak.2. Tidak ditemukannya rumusan Tujuan Pemidanaan danPedoman Pemidanaan. Urgensi formulasi kedua hal
tersebut sebagai implementasi dianutnya ide individualisasi
pidana (Arief, 2008: 27) terutama menyangkut anak yang
berkonflik dengan hukum. Kepentingan terbaik bagi anakmenjadi hal yang utama, yang pada akhirnya berimplikasipada pemilihan sanksi yang paling tepat bagi anak, untuk
menjaga dampak psikis dan sosial anak. perumusan tujuandan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsipengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasarfilosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yangjelas dan terarah. Secara khusus menyangkut pedoman
pemidanaan, Molly Cheang menyatakan bahwa pedomanpemidanaan dimaksudkan dapat menekan adanyadisparitas dalam pemidanaan terhadap kasus yang sejenisatau hampir identik, karena pada hakikatnya disparitasmerupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap
tindak pidana yang sama (same offence) atau tindak pidana
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yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa
dasar pembenaran yang jelas (Cheang,  1987: 2).3. Formulasi muatan/contens stelsel sanksi denganmencantumkan sanksi tindakan sebagai alternatif sanksiterhadap anak, tidak dibarengi dengan pengaturan yanglebih detail. Dari rumusan terlihat hanya ada 1 (satu) pasal
yaitu Pasal 82 ayat (3) yang mengatur bahwa: sanksitindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamtuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidanapenjara paling singkat. Pengaturan yang hanya satu pasaltersebut berpotensi kurangnya pemanfaatan sanksi tersebutoleh lembaga pemutus bila ditinjau dari perspektif
rasionalitas penegakan hukum pidana.4. Penguatan asas double track system melalui pemilihansanksi lain selain sanksi pidana (terutama sanksiperampasan kemerdekaan) terhadap anak, tentu akanbermuara pada putusan pengadilan. Dari data
menunjukkan bahwa hakim hanyalah sebagai corongundang-undang. Karakter hakim yang legalitas formal tentusaja tidak mendukung penerbitan putusan yang berbasisprinsip the best interest of child.
KesimpulanSistem sanksi (Strafsoort, straafmaat dan straafmodus) yangdiperuntukkan bagi anak nakal (anak yang berkonflik hukum)dalam hukum positif Indonesia menunjukkan pengabaianasas/prinsip the best interes of child, sebagai asas yang paling
fundamental. Sifat mendua dari pembentuk undang-undangterlihat bahwa di satu sisi kebijakan formulasi yang ada telahmengimplementasikan ide sistem dua jalur (double tracksystem), tetapi di sisi lain, penganutan tersebut tidak berhasildirumuskan secara lebih baik yang berkonsekuensi sanksi
Tindakan sebagai alternatif sanksi institusional/ perampasankemerdekaan menjadi tidak bermakna. Akibatnya, nilaikemanfaatan dan keadilan substantif  menjadi tidak tampak.Karena itu perlu dilakukan reevaluasi dan reformulasipengaturan sanksi tindakan yang lebih detail yang bermaksud
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agar sanksi tersebut dapat diimplementasikan oleh lembaga
pemutus (hakim).
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